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MATRIKS PERBANDINGAN 
 

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 55 
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 
 

Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 

Peraturan Bupati Batang Nomor 55 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, BUPATI BATANG, 

Menimbang: 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten 
tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah 
wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 
dan Anggaran Perangkat Daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2023; 

Menimbang: 
a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap 

perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat 
daerah setiap tahun;  

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi 
pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan 
kegiatan dan dinamika kebijakan nasional, maka Peraturan 
Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 perlu diubah;  

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib 



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 2 

 

menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2022; 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6570); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3381);  
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Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);  

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 496);  

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 
ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri 
E Nomor 2);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 4);  

9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 
12);  

10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang rencana Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 (berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 30); 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 
Seri E Nomor 2);  

11. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 
Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 
30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
BATANG TAHUN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.  
2. Bupati adalah Bupati Batang.  
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.  
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.  

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuK 
periode 1 (satu) tahun.  

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tah un.  

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

Pasal I 
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 30) 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 3 
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja 
Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat 
Daerah tahun berjalan. 

 

Pasal 4 
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan 

sistematika penyusunan sebagai berikut: 
a. BAB I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
1.2. Landasan Hukum  
1.3. Maksud dan Tujuan  
1.4. Sistematika Penulisan 

b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN LALU 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 
2022 dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2022  
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah  
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP 

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 
DAERAH 
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional  
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 
4.1. Program dan Kegiatan 

e. BAB V : PENUTUP. 
(2) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

Pasal 5 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun RKA Perangkat Daerah. 

 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Batang. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Batang. 

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 29 Juli 2022  
Pj. BUPATI BATANG,  

ttd  
LANI DWI REJEKI 

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 23 November 2023  

Pj. BUPATI BATANG,  
ttd  

LANI DWI REJEKI 
Diundangkan di Batang  

pada tanggal 29 Juli 2022 
Diundangkan di Batang  

pada tanggal 23 November 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH Pj. SEKRETARIS DAERAH 
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KABUPATEN BATANG, 
ttd 

ARI YUDIANTO 

KABUPATEN BATANG, 
ttd 

ARI YUDIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 

NOMOR 30 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 

NOMOR 55 
 
 
 


